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MOTTO 

 

 

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan) Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 

 (QS. 94 Alam Nasyrah: 6-8) 

 

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; kehilangan dan kekecewaan; 

tetapi dibalas dengan buah” 

(Abu Bakar Silbi)  

 

“Ilmu Bukanlah Dengan Pandainya Berbicara, Namun Ilmu Adalah Sesuatu Yang 

Dapat Menunjukkan Rasa Takut Kepada Allah” 

(Ibnu Mas’ud) 

 

“Kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah kehidupan, esok adalah masa depan” 

(Albert Einstein) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang dimana rakyatnya 

memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam 

perkembangan. Untuk mendukung perkembangan tersebut, maka diterapkan Jenis 

Pajak di Negara Republik Indonesia. Jenis pajak yang diterapkan di Negara 

Republik Indonesia adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah 

pajak yang dimana lembaga pemungutnya adalah pemerintah pusat, sehingga dana 

pajak yang ditarik akan masuk ke kas negara dan dikelola oleh Direktorat Jenderal 

Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang 

lembaga pemungutnya adalah pemerintah daerah, sehingga dana yang ditarik akan 

masuk kas daerah dan dikelola oleh  Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi 

maupun Kabupaten/Kota. Sesuai dengan UU no. 28 tahun 2009 tentang pajak 

daerah. 

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dalam 

pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah 

berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh UPT Dinas Pendapatan 

Provinsi Jawa Timur Jember. Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor 

meliputi pendapatan yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang 

memiliki dan atau menguasai kendaraan bemotor. Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di dapat dari pelayanan yang 

dilakukan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). 

 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) merupakan gabungan 

kerjasama secara terpadu antara Dinas Pendapatan Provinsi, Polri, dan PT Jasa 

Raharja (Persero). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas 

Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 
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Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja 

mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 

 Berdasarkan hal tersebut, maka Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana 

yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah 

pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, memerlukan 

prosedur akuntansi yang baik, efektif dan efisiensi guna mengetahui kondisi 

keuangan yang ada dan pengawasan terhadap penerimaan dan penggunaan sumber 

dana Pemerintah Daerah yang akan diarahkan pada tujuan kepentingan 

masyarakat daerah. 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka Praktek Kerja 

Nyata (PKN) yang dilakukan oleh penulis diberi judul: “PROSEDUR 

PENDAPATAN ATAS PENGESAHAN ULANG PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR LIMA TAHUN SEKALI (PERGANTIAN STNK) PADA UPT 

DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER” 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan 

a. Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur 

Pendapatan atas Pengesahan Ulang Pajak Kendaraan Bermotor 

Lima Tahun Sekali (Pergantian STNK) Pada UPT Dinas 

Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. 

b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman 

yang belum pernah didapat di bangku kuliah. 

c. Memantapkan pengetahuan dan keterampilan serta menjadikan 

momen praktek kerja nyata (magang) sebagai bekal untuk 

mempersiapkan diri guna tujuan ke masyarakat. 

d. Menguji kemampuan pribadi dalam tata cara hubungan 

masyarakat di lingkungan kerja. 

e. Mengetahui dan membantu guna meningkatkan produktifitas 

kinerja di perusahaan. 
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1.2.2 Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat mengukur kemampuan pribadi atau pengetahuan yang 

dimiliki tentang Perpajakan terutama Pengesahan Ulang Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

b. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dengan praktek 

serta mengetahui seberapa jauh teori-teori yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan serta mampu dalam memecahkan suatu 

permasalahan. 

c. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan 

kondisi yang berbeda antara teori dan praktek. 

2. Bagi Universitas 

a. Merupakan saran guna menjembatani antara perusahaan atau 

instansi dan lembaga pendidikan universitas jember untuk kerja 

sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis. 

b. Instansi dapat dijadikan sarana calon tenaga kerja Indonesia, 

sehingga nantinya mampu dijadikan sebuah barometer 

perkembangan mutu calon tenaga kerja Indonesia. 

c. Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan instansi dalam 

meningkatkan kreatifitas pribadi. 

3. Bagi Instansi 

a. Merupakan saran guna menjembatani antara perusahaan atau 

instansi dan lembaga pendidikan universitas jember untuk kerja 

sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non 

akademis. 

b. Instansi dapat dijadikan sarana pendidikan calon tenaga kerja 

Indonesia, sehingga nantinya mampu dijadikan sebuah barometer 

perkembangan mutu calon tenaga kerja Indonesia. 

c. Membantu dalam membentuk jiwa yang unggul. 
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1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata 

Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata ini dilaksanakan di UPT Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember yang terletak di Jl. 

Kalimantan No. 42, Jember, mulai dari 01 Februari 2016 – 11 Maret 2016. 

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu 186 jam. 

Kerja efektif kurang lebih 40 hari sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh program Diploma III Fakutas Ekonomi Universitas Jember 

yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2016. 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata terhitung mulai dari 01 Februari 

2016 – 11 Maret 2016. Pada hari Senin-Sabtu, dengan jam kerja sebagai 

berikut: 

1. Senin – Kamis = Pukul 08:00-14:00 

2. Jum’at = Pukul 06:00-12:00 

3. Sabtu = Pukul 08:00-14:00 

4. Minggu = Libur 

1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata 

 Bidang ilmu yang mendasari penyusunan laporan ini adalah: 

1. Pengantar Perpajakan 

2. Perpajakan 

3. Pengantar Akuntansi 

4. Sistem Akuntansi 

1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Berikut jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada UPT Dinas 

Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. 
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Tabel 1.1 

Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

No. Keterangan 
Miggu Ke- 

I II III IV V VI 

1. 
Penyerahan Surat Izin Praktek Kerja 

Nyata 
X X     

2. 
Pengenalan objek Praktek Kerja Nyata 

perusahaan di lingkungan tempat PKN 
X X X X X X 

3. 

Menerima penjelasan dari 

pimpinan/staf mengenai kebijakan 

perusahaan 

X X X X X X 

4. 

Observasi keseluruhan bagian dan 

pelaksanaan tugas/kegiatan 

perusahaan 

  X X X X 

5. 

Melaksanakan tugas/kegiatan yang 

berhubungan dengan judul yang 

dipilih 

 X X X X X 

6. 
Konsultasi secara periodik dengan 

dosen pembimbing 
   X X X 

7. 
Menyusun catatan-cataan penting 

dalam laporan PKN 
   X X X 

8. 
Penyusunan laporan Praktek Kerja 

Nyata 
   X X X 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Prosedur 

 Menurut Mulyadi (2013:5), “bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan 

yang terjadi berulang-ulang. 

 

2.2 Pendapatan 

2.2.1 Pengertian Pendapatan 

 Pendapatan adalah kenaikan dalam ekuitas pemilik sebagai akibat dari 

penjualan barang atau jasa ke pelanggan. 

 Pendapatan menurut PSAK No 23 adalah arus masuk bruto dari manfaat 

ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus 

masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

konstribusi penanaman modal. 

2.2.2 Klasifikasi Pendapatan 

 Pendapatan daerah menurut Pemendagri No. 21 Tahun 2011 dirinci 

menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian 

objek pendapatan. Pendapatan daerah dikelompokkan atas: 

a. Pendapatan asli daerah. 

b. Dana perimbangan. 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Sedangkan dalam PP No. 71 Tahun 2010, dana perimbangan diganti 

dengan istilah pendapatan transfer, sehingga klasifikasi pendapatan daerah 

menjadi: 
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a. Pendapatan asli daerah. 

b. Pendapatan transfer. 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Klasifikasi pendapatan untuk pemerintah pusat,pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota menurut PP No. 71 Tahun 2010. 

1. Klasifikasi Pendapatan Pemerintah Pusat 

Klasifikasi pendapatan pemerintah pusat terdiri dari 3(tiga) jenis yaitu: 

a. Pendapatan perpajakan, yang terdiri dari beberapa aspek berikut: 

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPN), Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pendapatan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB), Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), Pendapatan Cukai, Pendapatan Bea Masuk, 

Pendapatan Pajak Ekspor, dan Pendapatan Pajak Lainnya. 

b. Pendapatan negara bukan pajak, yang terdiri dari beberapa yaitu: 

Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba, 

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. 

c. Pendapatan hibah 

2. Klasifikasi Pendapatan Pemerintah Provinsi 

Klasifikasi pendapatan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut: 

a. Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari beberapa aspek berikut: 

Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah. 

 

 

b. Pendapatan Transfer, terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu: 

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, yang terbagi menjadi: 

Dana Bagi Hasil Pajak, Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana 

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9 
 

2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, yang terbagi menjadi: Dana Otonomi 

Khusus dan Dana Penyesuaian. 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, terdiri dari : Pendapatan Hibah, Pendapatan 

Dana Darurat, Pendapatan Lainnya. 

3. Klasifikasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota 

Klasifikasi pendapatan pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 

a. Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari beberapa aspek berikut: 

Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah. 

b. Pendapatan Transfer, terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu: 

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, yang terbagi menjadi: 

Dana Bagi Hasil Pajak, Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana 

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. 

2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, yang terbagi menjadi: Dana Otonomi 

Khusus dan Dana Penyesuaian. 

3. Transfer Pemerintah Provinsi, yang terdiri dari: Pendapatan Bagi Hasil 

Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, terdiri dari : Pendapatan Hibah, Pendapatan 

Dana Darurat, Pendapatan Lainnya. 

2.2.3 Pengukuran Pendapatan 

 Pengukuran pendapatan Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar 

imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul 

dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan 

dengan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai 

wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi 

jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. 

Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah 
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pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat 

diterima. Namun jika terdapat perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal, 

maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Nilai wajar disini 

dimaksudkan sebagai suatu jumlah dimana kegiatan mungkin ditukarkan atau 

suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memakai dan berkeinginan untuk 

meakukan transaksi wajar, kemungkinan kurang dari jumlah nominal kas yang 

diterima atau dapat diterima. Barang yang dijual atau jasa yang diberikan untuk 

diperkirakan atau barter dengan barang atau jasa yang tidak sama, maka 

pertukaran dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Tetapi 

bila barang atau jasa yang dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan 

nilai yang sama maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang 

mengakibatkan pendapatan. 

2.2.4 Pengakuan Pendapatan 

 Pendapatan yang timbul dari kegiatan normal perusahaan memiliki 

identifikasi tertentu. Menurut PSAK No.23 kriteria pengakuan pendapatan 

biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi, namun dalam keadaan 

tertentu perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut kepada komponen-

komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal 

agar mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Sebaliknya, kriteria 

pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-sama bila transaksi 

tersebut terikat sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat 

dimengerti tanpa melihat rangkaian transaksi tertentu secara keseluruhan.  

Pendapatan dari penjualan barang harus segera diakui jika seluruh kriteria 

berikut ini telah terpenuhi : 

a. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memudahkan 

manfaat kepemilikan barang kepada pembeli; 

b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau pengendalian efektif atas barang yang 

dijual; 

c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal; 
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d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi 

akan mengalir ke perusahaan tersebut; 

e. Biaya yang akan terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi 

penjualan dapat diukur dengan handal.  

Bila salah satu kriteria di atas tidak dipenuhi, maka pengakuan pendapatan 

harus ditangguhkan. Pendapatan tidak diakui apabila perusahaan menahan resiko 

dari kepemilikan, antara lain : 

a. Bila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal 

yang tidak memuaskan yang tidak dijamin sebagaimana lazimnya; 

b. Bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada 

pendapatan pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan; 

c. Bila pengiriman barang tergantung pada instalasinya, dan instalasi tersebut 

merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh 

perusahaan; dan 

d. Bila pembeli berhak untuk membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang 

ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan 

terjadi return. 

Pendapatan dan transaksi penjualan jasa dapat diestimasi atas tugas yang 

disepakati perusahaan. Pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui 

pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Menurut Standar 

Akuntansi Keuangan, penjualan jasa dapat diakui dengan metode persentase 

penyelesaian, bila memenuhi seluruh kondisi berikut : 

 

 

a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal; 

b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut 

akan diperoleh perusahaan; 
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c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur 

dengan andal; dan 

d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya tidak menyelesaikan 

transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.  

Suatu perusahaan dapat membuat estimasi yang andal setelah perusahaan 

tersebut dapat dipisah dengan kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang 

diberikan dan diterima oleh pihak-pihak tersebut, antara lain : 

a. Hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan 

kekuatan hukum yang berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima 

pihakpihak tersebut; 

b. Imbalan yang harus dipertukarkan; dan 

c. Cara dan persyaratan penyelesaian.  

Tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat ditentukan dengan berbagai 

metode, tergantung pada sifat transaksi, metode tersebut dapat meliputi : 

a. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut 

akan diperoleh perusahaan. 

b. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal. 

c. Pendapatan atas bunga, royalti, dan deviden ini diakui dengan menggunakan 

dasar tersebut. 

d. Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil 

efektif aktiva tersebut. 

e. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang 

relevan. 

f. Dalam metode biaya (cost method), deviden tunai harus diakui bila hak 

pemegang saham untuk menerima pembayaran diterapkan. 

 

2.2.5 Masalah Pengukuran Pendapatan 
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 Pengukuran akuntansi haruslah diarahkan ke penyajian informasi yang 

relevan untuk penggunaan yang ditetapkan. Pembatasan data yang tersedia dan 

ciri-ciri tertentu dari lingkungan membatasi keakuratan dan keterandalan 

pengukuran. Oleh sebab itu keterbatasan ini harus dikemukakan secara eksplisit 

dan dipertimbangkan dalam pengembangan prinsip serta prosedur akuntansi, 

karena kendala-kendala ini tidak dapat dibuang oleh lingkungan atau kurangnya 

alat pengukur memadai. Nilai tukar produk atau jasa sebagai hasil penjualan 

perusahaan merupakan ukuran terbaik dan paling objektif bagi pendapatan. 

Penentuan satuan ukur untuk pendapatan secara umum dinyatakan dengan jumlah 

uang atau unit moneter. Penentuan ini menimbulkan masalah, oleh sebab itu 

adanya penurunan atau kenaikan daya beli umum sepanjang waktu. Keterbatasan 

pengukuran pendapatan dapat timbul karena data akuntansi disajikan berdasarkan 

asumsi bahwa data itu relevan. Meramalkan pada masa yang akan datang pada 

umumnya tidak pasti, maka sulit menetapkan pengukuran yang relevan untuk 

tujuan ini. Namun, ketidakmampuan untuk membuat pengukuran pendapatan 

yang terandal dan atribut khusus yang dianggap relevan dapat juga disebab oleh 

kurangnya teknik pengukuran yang terandal dan ketidakmampuan untuk 

menemukan prosedur pengukuran pendapatan yang menjelaskan secara layak 

atribut yang sedang diukur. 

2.2.6 Masalah Pengakuan Pendapatan 

 Pada penjelasan sebelumnya konsep pendapatan hingga saat ini sulit 

dirumuskan oleh para ahli ekonomi maupun akuntansi, hal ini disebabkan 

pendapatan menyangkut prosedur tertentu, perubahan nilai tertentu dan waktu 

pendapatan harus dilaporkan. Didalam definisi pendapatan sebagai produk 

perusahaan dalam mengukur dan melaporkan pendapatan masih menghadapi 

masalah. Suatu alternatif pengakuan pendapatan pada waktu penyelesaian 

kegiatan utama ekonomi adalah konsep pelaporan pendapatan berdasarkan 

kejadian kritis atau yang paling menentukan, dengan kata lain sebagian 

pendapatan diakui kemudian jika fungsi atau kegiatan ekonomi tambahan akan 

terjadi kemudian. Sebaliknya bahwa nilai tambahan oleh perusahaan seharusnya 
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dialokasikan beberapa titik waktu, bahkan jika pertambahan nilai oleh perusahaan 

dilaporkan pada satu titik waktu saja maka jumlah pendapatan yang ditunjukkan 

oleh pertambahan nilai karena faktor-faktor ekonomi lainnya harus dilaporkan 

pada satu titik waktu saja. Walaupun pendapatan yang ditunjukkan oleh 

pertambahan nilai karena faktor-faktor lainnya sesuah pengakuan utama. Inilah 

konsep nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu harga penjualan tunai akhir 

dikurangi biaya tambahan untuk memproduksi dan menjual. Salah satu kesulitan 

utama konsep realisasi adalah bahwa realisasi mempunyai arti berbeda-beda bagi 

setiap orang. Di dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini digunakan hanya 

untuk mengartikan pengakuan pendapatan. Tetapi banyak para ahli menggunakan 

istilah realisasi tersebut dalam arti memandangnya sebagai aturan khusus yang 

cocok bagi pelaporan transaksi, sedangkan yang lain akan memasukkan semua 

kenaikan nilai tanpa mempermasalahkan jenis dan sumbernya. Dari berbagai 

istilah dan penjelasan mengenai pengakuan pendapatan yang dijelaskan oleh para 

ahli dan pakar akuntansi terlihat dengan jelas bahwa hingga saat ini belum ada 

kesepakatan diantara para ahli berkaitan dengan masalah pengakuan pendapatan, 

hal ini mungkin saja disebabkan perbedaan geografis dan keadaan, serta praktek-

praktek yang akan dihadapi di masing-masing daerah atau negara. Untuk itu bagi 

perusahan dalam menggunakan konsep pengakuan pendapatan memilih salah 

satunya dalam menggunakan konsep pengakuan pendapatan dan diharapkan 

diterapkan secara konsisten dalam perusahaan. 

2.3 Perpajakan 

2.3.1 Pengertian Perpajakan 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum” (Soemitro, dalam Mardiasmo, 2013:1). 

Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang 

dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang 

berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan 
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paksaan. Pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin 

ketersedianya Negara akan uang pajak dan keadilan serta kepastian hukum bagi 

Wajib Pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan 

besarnya pajak. 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur sebagai berikut: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang  

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara 

Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak 

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku 

pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 (dua)  macam hukum 

pajak yaitu: 

1. Hukum Pajak Materiil 

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, 

perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa 

yang dikenai pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), 

segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan 

hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. 

Berikut ini merupakan contoh-contoh hukum pajak material secara 

rinci, diantaranya : 

- UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


16 
 

- UU No. 18 tahun 2000 tentag Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan 

Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) 

- UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 

- UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai 

- UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

- UU No. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan. 

2. Hukum Pajak Formil 

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi 

kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil) 

Berikut ini merupakan undang-undang yang memuat hukum pajak 

formal, yaitu : 

- UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara 

Perpajakan (UU KUP) 

- UU No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa (UU PPSP) 

- UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 

 

2.3.3 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2013:1-2), yaitu: 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (regulerend). 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

 

 

2.3.4 Asas Pemungutan Pajak 

Ada 3 asas yang digunakan, ketiga asas tersebut adalah(Mardiasmo,2013: 7) 

1. Asas Domosili (Tempat Tinggal) 
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 Negara berhak mengenakan pajak seluruh penghasilan Wajib Pajak yang 

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang diperoleh dari 

dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 

negeri 

2. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu warga negara. 

Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang 

yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat di Indonesia. Asas 

berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri. 

3. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 

diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggalWajib Pajak. 

2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Ada 3 sistem pemungutan pajak : (Mardiasmo,2013 : 7-8) Ciri-cirinya : 

1. Official Asessment Sistem 

 Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiscus) untuk mendapatkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. 

2. Self Asessment Sistem 

 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenangan kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutama pada 

Wajib Pajak sendiri. 

b. Wajib Pajak aktif. 

3. With Holding Sistem 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiscus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)  

2.3.6 Jenis-jenis Pajak di Indonesia 

Pada umumnya jenis pajak ditentukan berdasarkan perbedaan obyek 

pajaknya. Pajak yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: 
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1. Pajak Pusat 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara, yaitu: 

a. Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

e. Bea Meterai 

2. Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian 

yaitu : 

1. Pajak Provinsi, terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok 

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
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2.3.7 Tarif Pajak 

Tarif pajak merupakan salah satu unsur perhitungan pajak yang akan 

menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. 

Penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan untuk setiap jenis Pajak Daerah 

berbeda-beda dan memegang peranan penting. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 mengatur tarif pengenaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

untuk setiap jenis pajak daerah. 

Tarif Pengenaan Pajak Provinsi adalah sebagai berikut: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi 

 kepemilikan pertama, paling rendah sebesar 1% (satu persen) 

dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen), dan untuk 

 kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara 

progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% 

(sepuluh persen); 

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, 

pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan 

keagaman, Pemerintah/TNI/ POLRI, Pemerintah Daerah, dan 

kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, 

ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan 

paling tinggi sebesar 1% (satu persen); 

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan 

paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

sebesar 20% (dua puluh persen), khusus untk kendaraan bermotor alat-

alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum 

sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen). 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
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Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen). 

4. Pajak Air Permukaan 

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

5. Pajak Rokok 

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai 

rokok. 

2.3.8 Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Pemungutan pajak dapat di lakukan 3 stelsel, stelsel inilah yang 

merupakan 3 garis besar yang harus diperhatikan dalam tata cara pemungutan 

pajak menurut( Mardiasmo,2013:7), yaitu: 

1. Stelsel Nyata (real stelsel) 

 Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan 

sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir 

periode. 

2. Stelsel Anggapan 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-Undang. 

Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan pada keadaan 

sesungguhnya. 

3. Stelsel Campuran 

Merupakan kombimasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal 

tahun dihitung berdasrkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

 

 

 

2.3.9 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak 

 Utang merupakan suatu ikatan yang terjadi karena perjanjian, disatu pihak 

sebagai kreditur dan dilain pihak sebagai debitur. Hukum pajak ditinjau dari 
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hukum perikatan ini juga merupakan ikatan yang timbulnya bukan karena suatu 

perjanjian tetapi karena Undang-Undang atau karena hukum publik, yang 

pelunasannya dapat dipaksakan. Pihak yang terlibat dalam utang pajak adalah 

wajib pajak dan negara. Negara dapat memaksakan utang itu untuk dibayar oleh 

wajib pajak. Oleh karena itu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara 

tidaklah sama dengan suatu perampokan karena sudah berdasarkan Undang-

Undang, dan pemugutan pajak telah mendapat persetujuan dari wakil rakyat. 

 Menutur (Mardiasmo,2013:8) ada 2 ajaran atau pendapat mengenai 

timbulnya utang pajak, yaitu: 

1. Ajaran Formil 

 Dalam ajaran formil, utang pajak timbul dikarenakan adanya ketetapan 

pajak dari pemerintah atau fiskus. Sehingga pajak terutang pada saat 

diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pihak fiskus/pemerintah. 

2. Ajaran Materil 

 Dalam ajaran materil, utang pajak timbul karena Undang-Undang dan 

karena ada sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak 

dikenakan pajak, yaitu karena perbuatan, keadaan atau peristiwa yang dapat 

menimbulkan utang pajak. 

Contoh perbuatan, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya utang 

pajak: 

- Perbuatan : mendirikan bangunan, melakukan kegiatan 

impor/ekspor,berpergian ke luar negeri. 

- Keadaan : memiliki tanah/bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, 

memiliki kendaraan bermotor. 

- Peristiwa/kejadian: mendapat hadiah undian. 

 

 

 

2.3.10 Hambatan Pemungutan Pajak 

 Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokan menjadi 2, 

yaitu : 
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1. Perlawanan Pasif 

Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan: 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat. 

c. Sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik. 

2. Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. 

Bentuk perlawanan tersebut adalah; 

1. Tax avoidance, usaha meringgankan beban pajak dengan tidak melanggar 

undang-undang 

2. Tax evasion, usaha meringgankan beban pajak dengan cara melanggar 

undang-undang (menggelapkan pajak). 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Latar Belakang Sejarah 

Semula instansi Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa 

Timur di Jember bernama Kantor Cabang Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 

Timur di Jember, dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II 

Jember dan Kota Administratif Kota Jember pembentukannya berlandaskan 

kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 303 Tahun 1977, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

KUPD/77/39-26, dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur tanggal 29 

November 1978 Nomor 8 tahun 1978. Seduai dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur nomor 40 Tahun 2000, Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan 

Provinsi Jawa Timur di Jember pembagian wilayah kerjanya berubah menjadi: 

1. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Barat dengan 

wilayah kerja operasional meliputi 17 kecamatan. 

2. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Timur dengan 

wilayah kerja operasional meliputi 14 kecamatan. 

Pembagian wilayah kerja UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

berdasarkan SK Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tanggal 1 Agustus 

Nomor 35 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: 

1. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Barat dengan 

wilayah kerja operasional meliputi 17 wilayah, yaitu : Rambipuji, 

Sukorambi, Panti, Jenggawah, Ajung, Balung, Wuluhan, Ambulu, 

Tanggul, Semboro, Sumberbaru, Bangsalsari, Gumukmas, Puger, 

Umbulsari. 
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2. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Timur dengan 

wilayah operasional meliputi 14 kecamatan, yaitu : sumbersari, PAtrang, 

Kaliwates, Arjasa, Jelbuk, Sukowono, Kalisat, Pakusari, Sumberjambe, 

Ledokombo, Mayang, Silo, Tempurejo, Mumbulsari. 

UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember memiliki visi dan 

misi sebagai berikut : 

a. Visi 

UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember memiliki 

visi sebagai berikut: 

“Terdepan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dibanggakan Dalam 

Pelayanan Publik” 

b. Misi 

UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember memiliki 

visi sebagai berikut: 

1. Bidang Pendapatan Daerah  

Mengembangkan Kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima 

masyarakat, partisipasif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

2. Bidang Pelayanan Publik 

Mewujudkan pelayanan publik yang baik (Exelent Service), terpecaya dan 

transparan. 

3. Bidang Kelembagaan 

Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat Aparatur yang potensial, integritas 

tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis 

kompetensi. 
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4. Strategi 

Selain mempunyai visi dan misi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

Jember juga mempunyai strategi antara lain sebagai berikut: 

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi 

2. Melaksanakan pemungutan secara efektif dan efisien 

3. Sosialisasi setiap proses dan prodik kebijakan pemungutan 

b. Perbaikan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat 

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan 

2. Penerapan Pelayanan Prima 

3. Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana 

3.2 Struktur Organisasi 

 Sukses dan tidaknya suatu lembaga akan tergantung pada baik buruknya 

pengelolaan suatu organisasi. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi 

suatu lembaga untuk menyusun suatu organisasinya sedemikian rupa agar terdapat 

pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk mewujudkan suatu 

kerja sama yang baik antara sesama pekerja. 

 Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang mewujudkan pola 

tatap dari hubungan antara bidang-bidang kerja atau orang-orang yang 

mewujudkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu 

kerjasama. Tugas utama dari pengorganisasian dan koordinasi adalah untuk 

menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang 

diawasi oleh setiap pimpinannya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Struktur organisasi yang digunakan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

Jember adalah struktur organisasi garis, seperti pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 3.1 : Struktur Organisasi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur-Jember 2016 

Sumber : UPT. Dinas Provinsi Jawa Timur- Jember 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan merupakan Unit Pelaksana 

Teknis yang melaksanakan tugas-tugas teknik operasional di lapagan. Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dipimpin oleh kepala UPT yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada kepala dinas. 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang teknik operasional pemungutan 

pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendapatan mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

b. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotordan bea balik nama 

kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) di Kantor Bersama SAMSAT. 
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c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama 

SAMSAT. 

d. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kabupaten / kota terkait dengan 

pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

e. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan. 

f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas. 

3.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing : 

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan terdiri atas : 

a. Kepala unit pelaksana teknis 

b. Sub bagian tata usaha 

c. Seksi pembayaran dan penagihan 

d. Seksi pendaftaran dan penetapan 

e. Pelaksana KB. SAMSAT TERATAI 

f. Pelaksana KB. SAMSAT dr. SUBANDI 

Sub bagian dan seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT. 

a. Kepala UPT 

1. Memimpin pelaksanaan tugas UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa 

Timur Jember. 

2. Mengkoordinasi, membimbing dan membina kepala seksi. 

3. Menyusun rencana kerja dan anggaran UPT. Dinas Pendapatan 

Provinsi Jawa Timur Jember. 
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4. Melakukan koordinasi dengan kantor bersama SAMSAT (Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap) dan Instansi Kredit. 

5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pemungutan dan 

penyetoran pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah serta 

pelayanan pada masyarakat. 

6. Menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas UPT setiap triwulan dan 

semester kepada Koordinator. 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

1. Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, dan urusan rumah 

tangga. 

2. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian. 

3. Mengelola perpustakaan. 

4. Mengelola administrasi keuangan. 

5. Menyediakan, mengelola, dan merawat perlengkapan kantor. 

6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas 

Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. 

c. Seksi Pembayaran dan Penagihan  

1. Menerima SKPD-PJ dan STPD dari Seksi Pendataan dan Penetapan 

untuk dikirim kepada Wajib Pajak. 

2. Menerbitka SP1 dan SP2 untuk dikirim kepada Wajib Pajak. 

3. Menerima dan meneliti tindasan bukti pembayaran, RC, Tanda Bukti 

Penerimaan (BPn2), Surat Tanda Setoran (STS), Slip Setoran Bank 

dari Bendahara Penerimaan Pembantu. 
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4. Menerima dan mengarsip tindasan bukti penetapan dan pembayaran 

dari SAMSAT 

5. Melayani permohonan turunan pembayaran lunas Pajak Air 

Permukaan, Retribusi dan Pendapatan lain-lain. 

6. Mengusulkan penghapusan piutang pajak terhadap objek pajak dan 

RJU yang memenuhi syarat untuk dihapuskan. 

7. Menerima dan mengajukan permohonan Restitusi kepada Dinas. 

8. Mengkoordinir dan memonitoring  kegiatan dinas luar pencairan 

tunggakan melalui Sistem Aplikasi Administrasi Perpajakan (SAAP). 

9. Mengarsipkan surat-surat perpajakan hasil Dinas Luar yang berstatus 

berdasarkan jenis status kendaraan dalam SAAP dengan urut sesuai 

dengan nomor kohir. 

10. Melaksanakan pekerjan lain yang diperintahkan oleh atasan langsung. 

d. Seksi Pendaftaran dan Penetapan 

1. Melakukan pengkodean dan perekaman data berkaitan dengan 

pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain. 

2. Melaukan pengecekan data objek dan subjek pajak, retribusi, dan 

pendapatan lain-lain. 

3. Melaksanakan pendaftaran atau register objek dan subjek pajak, 

retribusi dan pendapatan lain-lain. 

4. Menyiapkan dan meregister SPT pajak, retribusi dan pendapatan lain-

lain. 

5. Menerima dan meneliti SPT pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain 

beserta kelengkapannya dari Wajib Pajak. 
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6. Menerbitkan dan meregister Surat Teguran, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah 

(SKPD), dan Surat Peringatan. 

7. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas 

Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. 

8. Merencanakan penggunaan nomor kohir atau skum pajak, retribusi dan 

pendapatan lain-lain. 

9. Merencanakan penerimaan dan perubahan penerimaan pajak, retribusi, 

dan pendapatan lain-lain. 

10. Melaksanakan penetapan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain. 

11. Melaksanakan pengurangan atau penghapusan penetapan pajak, 

retribusi, dan pendapatan lain-lain. 

12. Meneliti pengaduan dan pengajuan permohonan keberatan dan restitusi 

(pengambilan kelebihan pembayaran) pajak, retribusi dan pendapatan 

lain-lain. 

13. Menyediakan bahan pertimbangan keputusan berkaitan dengan 

pengajuan permohonan keberatan dan restitusi. 

14. Pengiriman pengajuan restitusi berikut kelengkapan persyaratan ke 

Dinas Pendapatan. 

15. Menyampaikan data objek atau subjek pajak;, retribusi, dan 

pendapatan lain-lain ke Seksi Penagihan dan Dinas Luar sebagai bahan 

pengecekan laporan yang berkaitan dengan keberatan, penghapusan 

pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain. 
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a) Membuat Ikhtisar Bulanan I. 

b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas 

Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. 

e. Pelaksana KB SAMSAT TERATAI dan dr. SUBANDI 

1. Menyelenggarakan pelayan PKB dan BBNKB. 

2. Mengkoordinasikan pengoperasian jaringan computer pada pelayan 

informasi, pendaftaran, penetapan, penerimaan pembayaran, dan 

penyetoran PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT. 

3. Melakukan koordinasi dan unit kerja pada UPTD dan instansi terkait 

dalam pelaksanaan PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama 

SAMSAT. 

4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan. 

5. Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kepada Kepala UPTD. 

6. Melaksanakan pekerjaan lain yang diperintahkan oleh atasan langsung. 

3.2.2 Personalia 

Jumlah pegawai UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 

yang mendukung pelaksanaan tugas sebanyak 44 (empat puluh empat) pegawai 

dengan uraian sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Daftar Jumlah Pegawai UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, 

Tahun 2016 

Uraian 
Pegawai (orang) 

Jumlah (orang) 
PNS Honorer 

Kepala UPTD 1 - 1 

Seksi Tata Usaha 6 6 12 

Seksi Pembayaran dan 

Penagihan 
4 7 11 

Seksi Pendaftaran dan 

Penetapan 
2 6 8 

Pelaksana KB 

SAMSAT TERATAI 
5 2 7 

Pelaksana KB 

SAMSAT dr. 

SUBANDI 

4 2 6 

Jumlah 22 23 45 

 

Daftar hadir yang digunakan berlaku untuk seluruh pegawai negeri 

maupun pegawai honorer. Daftra hadir diisi sebelum apel pagi dan sesudah apel 

sore. Seluruh pegawai UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 

bekerja mulai hari senin sampai jum’at dengan jam kerja sebagai berikut : 

Senin – Kamis  : Pukul 07.00 – 15.30 WIB (istirahat 12.00-13.00) 

Jum’at    : Pukul 07.00 – 15.30 WIB (istirahat 11.00-13.00) 

Sabtu – Minggu  : Libur 
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 Sedangkan jam kerja untuk pegawai yang ditempatkan di samsat memiliki 

jam kerja sebagai berikut : 

Senin – Kamis  : Pukul 08.00 – 12.00 WIB 

Jum’at    : Pukul 08.00 – 11.00 WIB 

Sabtu    : Pukul 08.00 – 12.00 WIB 

Minggu   : Libur 

3.3 Kegiatan Pokok UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 

 Kegiatan pokok UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 

bergerak dibidang jasa, berikut kegiatannya : 

1. Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan 

koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta 

pengendalian pemungutan daerah. 

2. Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pendapatan daerah. 

3.4 Administrasi Pajak Penul 5 Tahun 

  Administrasi Pajak Penul 5 tahun Pada kantor UPT. Dinas Pendapatan 

Provinsi Jawa Timur Jember. Sedangkan, pelayanannya dilakukan pada KB 

SAMSAT TERATAI maupun KB SAMSAT dr. SUBANDI. Setiap wajib pajak 

yang akan melaksanakan Pajak Penul 5 Tahun harus melalui beberapa prosedur 

pelaksanaan. Yaitu : 

1. Pelaksanaan pendapatan dan pendaftaran 

2. Pelaksanaan penetapan 

3. Pelaksanaan pembayaran 

4. Pelaksanaan pengambilan plat nomor dan STNK baru 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata ini, dalam Prosedur Pendapatan 

Atas Pengesahan Ulang Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahun Sekali 

(Pergantian STNK) Pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 

Jemberdapat disimpulkan bahwa ada lima kegiatan yaitu: 

1. Prosedur Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan 

Pelaksanaan prosedur pelayanan pendaftaran dan pendataan dimulai 

dari wajib pajak mendaftarkan kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan 

bermotor yang diperolehnya kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk, 

umumnya kepada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi. Kemudian wajib pajak 

menyerahkan persyaratan pendaftaran yang dilakukan langsung di kantor 

Bersama SAMSAT. Kemudian petugas akan meneruskan berkas kepada 

bagian pelayanan penetapan untuk ditetapkan besarnya Penul 5 tahun yang 

harus dibayar oleh wajib pajak nantinya. 

2. Prosedur Pelayanan Penetapan 

Pelayanan penetapan pajak dilakukan setelah proses pendataan dan 

pendaftaran, bagian pelayanan penetapan akan meneliti berkas dan 

memberikan Nomor SKUM sesuai jenis pendaftaran pada setiap penetapan 

Penul 5 tahun (Pelunasan 5 tahun / pergantian STNK). Menetapkan besarnya 

Penul 5 tahun (Pelunasan 5 tahun / pergantian STNK) sesuai tarif dan nilai 

jual kendaraan bermotor dengan mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak 

Daerah) sebagai bukti pembayaran PKB/Penul 5 tahun. Selanjutnya 

datatersebut diteruskan pada bagian pelayanan pembayaran dan penyerahan. 

3. Prosedur Pelayanan Pembayaran dan Penyerahan 

Bagian pelayanan pembayaran dan penyerahan akan menerima dan 

meneliti berkas Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor 

(SPPKB) beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) apabila berkas 
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formulir dan persyaratan telah selesai ditetapkan. Petugas akan Menerima 

pembayaran Pelunasan 5 tahun dari wajib pajak dengan uang tunai dan 

memberikan tanda lunas pembayaran kepada wajib pajak berupa notis pajak 

atau Surat Ketetapan Pajak Daerah, dimana SKPD tersebut terdiri dari 3 (tiga) 

rangkap dan berikut penyerahan kembali berkas dan plat nomor baru kepada 

wajib pajak. Kemudian petugas akan menghimpun dan menyetorkan hasil 

penerimaan pembayaran dari wajib pajak kepada PPKD (Pembantu 

Pemegang Kas Daerah) melalui Bank Jatim, dimana pembukuan yang 

dilakukan oleh bagian PPKD. 

Administrator Kantor Bersama SAMSAT akan melaporkan kegiatan 

pelayanan dan bukti pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pada 

UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember melalui bagian 

pelaksanaan pembayaran dan dilanjutkan pada bagian pelaksanaan penagihan 

dinas luar. 

4. Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis 

Daerah) 

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) akan menerima dan meneliti 

tindasan bukti ketetapan pembayaran atau Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) dan bukti penerimaan dan penyetoran dari Pembantu Pemegang Kas 

Daerah (PPKD). Kemudian mengirim tindasan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) tersebut pada bagian pelaksana penagihan dinas luar. 

5. Prosedur pelaksana Penagihan Dinas Luar Pada UPTD (Unit Pelaksana 

Teknis Daerah) 

Menerima tindasan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Balik dari 

bagian pelaksana Pembayaran dan menetapkan denda keterlambatan 

pembayaran. Menyiapkan Surat Tegoran, Surat Tagihan Pajak Daerah 

(STPD), Surat Peringatan (SP) untuk kegiatan dinas luar. Kemudian 

membukukan dan melaporkan kegiatan dinas luar. 
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